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WALI KOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, @ menyebabkan terjadinya perubahan dalam
kedudukan dan susunan organisasi pada perangkat daerah
yang mengalami Penyederhanan Struktur Organisasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu
penyesuaian kembali pada peta jabatan yang diatur dalam
Peraturan Wali Kota Probolinggo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Pemerintah Kota Probolinggo;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negaras Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 845);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JABATAN APARATUR

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PROBOLINGGO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

(1)

(2)

(3)

Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit

organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II
PETA JABATAN

Pasal 2
Peta Jabatan merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan yang tergambar
dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan
yang paling tinggi terdiri atas :
a. struktur Jabatan;
b. jumlah pegawai yang ada;
c. kebutuhan pegawai; dan
d. kelas jabatan.
Struktur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tabel
yang berisi Jabatan pada Perangkat Daerah yang disusun sebagai berikut :
a. dibuat per unit organisasi;
b. dimulai dari jenjang Jabatan paling tinggi sampai dengan paling rendah; dan
c. nama setiap Jabatan yang dibutuhkan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Administrasi, dan/atau Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi jumlah pegawai yang menduduki masing-masing Jabatan

dalam Perangkat Daerah.



(4) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
jumlah pegawai atau Pemangku Jabatan yang dibutuhkan pada setiap Jabatan
berdasarkan analisis beban kerja.

(5) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan dalam rangkaian susunan
Jabatan pada Perangkat Daerah meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan,
tetapi memiliki kesetaraan tingkat kesulitan, bobot, tanggung jawab, dan
tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, serta menjadi dasar penggajian bagi

pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Peta Jabatan digunakan dalam pelaksanaan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil
Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, perpindahan, dan pemberhentian

Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan.

Pasal 4
Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersifat dinamis dan
dapat dipantau sewaktu-waktu melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 5
Hasil Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka :

a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan
Nomenklatur Dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 121);

b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur
Dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 12);

c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan
Nomenklatur Dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 73);



d. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan
Nomenklatur Dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021
Nomor 108),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Agustus 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan se engan aslinya

KEPALA AN HUKUM,

DENNY BA RWANTO,-SH, MH
NIP. 197806% 200903 1 004







